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Skripsi ini membahas tentang prosedur penetapan dan penangguhan Upah Minimum Provinsi di Indonesia,
khususnya di Sumatera Selatan dan Daerah Khusus | bukota Jakarta. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode deskriptif analisis, dengan menerapkan studi kepustakaan dan wawancara untuk
mengidentifikasi masalah. Berbagai persoalan/permasalahan dalam prosedur dan pelaksanaan juga dapat
diketahui dengan menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2013/PTUN-PLG dan
62/G/PTUN-JKT/2013. Berkenaan dengan masal ah tersebut terdapat |embaga yang terkait dengan
penetapan dan penangguhan Upah Minimum Provinsi yaitu Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi.
<hr><i>Thisthesis describes about the determination and postponement procedure of provincial minimum
wage in Indonesia, especialy in South Sumatera and Special Capital Region of Jakarta. The research
method used is descriptive analysis method, by applying literature research and interviews to identify
problems. Some problems in procedure and implementation also can be known by analyzing the State
Administrative Court Ruling Number 12/G/2013/PTUN-PLG and 62/G/PTUN-JKT/2013. Relating to that,
there are the institution dealing with determination and postponement procedure which are Governor and
Provincial Remuneration Council .</i>
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